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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 
 

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov.027/2016 

TENTANG 

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG 

DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL  

DUKUNGAN PERBAIKAN  

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO 

  

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak 

Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan.  

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Paraf Koordinasi 

Kabag 
 

Sekretaris 
 

Anggota KPU 
 

Anggota KPU 
 

Anggota KPU 
 

Anggota KPU 
 

 

SALINAN 

jdih.kpu.go.id/gorontalo



 
 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan 

dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia 

Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang 

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2017; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota  beserta perubahannya; 
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